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NOMOR640/Kep.l102-PUTR/2021

TENTANG

PELAKSANAANLAYANANPERSETUJUANBANGUNANGEDUNGDAN
RETRIBUSIPERSETUJUANBANGUNANGEDUNGDr

KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta KeIja telah menghapus izin mendirikan bangunan
dan menerapkan pengaturan baru tentang persetujuan
bangunan gedung sebagai salah satu persyaratan dasar
perizinan berusaha;

Mengingat

b. bahwa untuk menjamin tetap beIjalannya layanan
penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ten tang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka,
malm perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan layanan
persetujuan bangunan gedung dan retribusi persetujuan
bangunan gedung di kabupaten majalengka dengan
Keputusan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal
21 Oktober 2021, dan untuk tertib administrasi
Pelaksanaan Layanan Persetujuan Gedung dan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka,
maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pelaksanaan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten
Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 224, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab
beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang
Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002
Nomor 134, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak
Daerab dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 11Tabun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor
245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tabun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaba Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor
15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintab nomor 6 Tabun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaba di Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 16,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

9. Peraturan Pemerintab nomor 10Tabun 2021 tentang Pajak
Daerab dan Retribusi Daerab dalam Rangka Mendukung
Kemudaban Berusaba dan Layanan Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6622);

10. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tabun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 26, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tabun 2021 tentang
Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 31, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12.Peraturan Pemerintah 3
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12. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun
2011 ten tang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2012 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011j5976jSJ
tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan
Regu1asi Persyaratan Dasar Perijinan Berusaha,
Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung
dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Serta
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN:

Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung (SIMBG).

Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUtidak
disertai pungutan berupa retribusi sampai dengan
berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung.

Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KESATU
dilakukan dengan cara menginput tarif Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung sebesar RpO,OO(nol
rupiah).

KEEMPAT .4



KEEMPAT

KELIIvIA

4

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaa11
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan,
sampal berlakunya Peraturan Daerah ten tang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di ivlajalengka
pada tanggal 3 November 2)21

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI
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